
 
 

 
 
 

                                                  
 

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR 
NOMOR 11 TAHUN 2013 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR                   
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM          
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

 

BUPATI ACEH BESAR, 
 

Menimbang : a. 

 

 
 

 
 b. 

 

 
 

c. 

 

 d. 

 

 

bahwa dalam rangka untuk pengaturan dan 
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan; 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 
huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
menyebutkan Retribusi Izin Gangguan dikatagorikan 
sebagai jenis Retribusi Perizinan Tertentu; 

bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Dalam 
Negeri Nomor 188.34/5106/SJ tanggal 10 Desember 
2012 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf  c, 
perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar 
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten         
Aceh Besar  Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Izin Gangguan; 
 

 

Mengingat : 
 

1. 
 

2. 

 

 

 

 
 

 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 
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3. 

 

 
 

4. 

 

 

 
 

5. 
  

 

 
6. 

 

 

7. 

 

 
 

 

8. 

 

 
 

 

 

 
 

9. 
 

 

 
 

10. 

 
 
 

11. 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah 
Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 
 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 
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[12. 

 

 
 

13. 
 
 

 
14. 

 

 

 
 

15. 
 

 

16. 

 

 
17. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3699); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di 
Daerah;  

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh 
Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Aceh Nomor 38); 

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten 
Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran 
Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 
15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten      
Aceh Besar Nomor 12). 

 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR 

dan 

BUPATI ACEH BESAR 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG 
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR 
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN 
GANGGUAN.  
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Pasal I 
 

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9      
Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 06) di ubah sebagai berikut: 

 
 

I. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 9 
Besarnya Retribusi perubahan izin ditetapkan sesuai dengan 
peningkatan gangguan dari izin sebelumnya. 

 
 

II. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

 
Pasal 11 

(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu selama perusahaan melakukan 
usahanya; 

 

 
Pasal II 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Aceh Besar. 

 
   Ditetapkan di   Kota Jantho 
   pada tanggal 2  Desember  2013 M                   
    28 Muharram 1435 H 
 
                                                                  BUPATI ACEH BESAR, 
                                                                              
 
 

                                                                 MUKHLIS BASYAH 
Diundangkan di  Kota Jantho 
pada tanggal 3  Desember  2013 M 
                    29 Muharram 1435 H 
 
    SEKRETARIS DAERAH  
      KABUPATEN ACEH BESAR, 
 
                          
 
  JAILANI AHMAD 
  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR  
TAHUN 2013 NOMOR 11  
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PENJELASAN 

ATAS 

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR 

NOMOR  11  TAHUN 2013  
 

TENTANG 

    PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR                   
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 

 
 

I. UMUM 
 

Bahwa dalam rangka untuk pengaturan dan pengawasan atas 
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 
barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

 

Bahwa untuk melaksanakan maksud Pasal 141 huruf c Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah menyebutkan Retribusi Izin Gangguan dikatagorikan 
sebagai jenis Retribusi Perizinan Tertentu. 

 
 

II. PASAL DEMI PASAL  
  
 Pasal I 

Cukup jelas 

Pasal 9 

  Cukup jelas 

 Pasal 11 

 Cukup jelas 

Pasal II 

Cukup jelas 

  

   

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR 

NOMOR 48 
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